BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan
1. Didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) tidak menjelaskan secara tegas dan eksplisit mengatur ketentuan
khusus mengenai Perseroan Grup (Group Company) maupun induk
perusahaan (Parent/Holding Company). Hukum Perseroan akan tetap
memperlakukan anak perusahaan (Subsidiary) sebagai suatu entitas hukum
yang terpisah (separate legal entity) dari Induk Perusahaan (Parent/Holding
Company) yang mempunyai hak dan kewajiban yang mandiri sebagai suatu
badan hukum. Dengan adanya keterkaitan saham merupakan bentuk dari
kepemilikan induk atas saham anak perusahaan, dijelaskan di atas bahwa
suatu perusahaan induk yang dapat mendominasi pengendalian anak
perusahaan maka dapat diindikasi induk perusahaan tersebut memiliki saham
mayoritas. Hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) huruf ¢ UUPT dan Pasal 1
angka 1 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal istilah afiliasi. Implikasi terkait adanya kepemilikan saham mayoritas
adalah legitimasi induk perusahaan mengangkat dan menempatkan direksi
induk perusahaan untuk merangkap menjadi dewan komisaris pada anak
perusahaan. Ketentuan mengenai pengakuan rangkap jabatan ini tertuang
dalam Peraturan Menteri BUMN NomorPER-03/MBU/02/2015 tentang
Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Negara. Dalam BAB 1V poin A angka 6 huruf a. Hal ini
terkait pada tanggung jawab direksi yang merangkap jabatan sebagai
komisaris dalam menjalankan tugasnya terharap kedua perusahaan tersebut

dengan menerapkan prinsip fiduciary duty bagi direksi induk perusahaan yang
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merangkap menjadi direksi anak perusahaan. Dengan kata lain, direksi harus
memperhatikan kepentingan induk perusahaan maupun anak perusahaan
dengan memenuhi duty of obedience, duty of care and diligence, dan duty of

loyality.

. Transaksi self dealing merupakan perwujudan dari transaksi yang melekat
kepentingan (interested transaction). Dengan kata lain, transaksi self dealing
termasuk ke dalam transaksi benturan kepentingan (conflict of interest).
Transaksi self dealing tidak langsung juga dapat terjadi antara perusahaan
induk (holding) dengan anak perusahaan. Pengertian transaksi antara
perusahaan induk (holding) dengan anak perusahaan disebut dengan istilah
transaksi afiliasi, pengertian transaksi afiliasi terdapat dalam Pasal 1 huruf d
Peraturan Nomor IX.E.1. Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan
Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu.  Di Indonesia, tidak dilarang untuk
melakukan transaksi self dealing oleh direksi, asal dilakukan secara fair, dan
juga harus dilakukan kewajiban disclosure (pengungkapan) oleh Direksi agar
pemegang saham independen telah mengetahui dengan cukup (well-
informed). Namun self dealing yang dilakukan oleh direksi, terutama transaksi
yang dilakukan oleh direksi yang merangkap jabatan pada induk perusahaan
maupun anak perusahaan memiliki resiko benturan kepentingan dan
merugikan salah satu perusahaan baik induk perusahaan ataupun anak
perusahaan. Transaksi self dealing sangat erat hubungannya dengan prinsip
fiduciary duty sebab dilakukan oleh Direksi sebagai pengurus perusahaan.
Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk
“kepentingan perseroan”. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Transaksi
self dealing sangat erat hubungannya dengan prinsip fiduciary duty sebab
dilakukan oleh Direksi sebagai pengurus perusahaan. Kewenangan
menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan

perseroan” tidak boleh untuk kepentingan pribadi. jika dalam prosesnya
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ternyata transaksi self dealing yang dilakukan Direksi ternyata terbukti
beritikad buruk dan merugikan perusahaan maka anggota Direksi tersebut
harus bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam UUPT yang menjelaskan
bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas
kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya dalam mengurus Perseroan. (Pasal 97 ayat (3) UUPT), dan dalam
hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab
tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) UUPT).

V.2. Saran.

1. Perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dan
memasukan pasal yang mengatur secara jelas mengenai perusahaan grup dan
pertanggungjawaban para organ-organ perusahaan didalam perusahaan grup.
Hal ini dikarenakan dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha itu
sendiri. Karena dengan tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai
perusahaan grup didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, akan
tidak  mustahil  terdapat kekeliruan dalam  penuntutan  sistem
pertanggungjawaban didalam  perusahaan grup. Pengaturan secara
komprehensif mengenai konstruksi perusahaan grup menjadi penting
mengingkat celah potensi pelanggaran hukum persaingan usaha yang sangat
kompleks bahkan sangat tepat jika diupayakan pengaturan perusahaan grup
dalam aturan tersendiri, supaya kewenangan kontrol terhadap anak oleh induk
perusahaan dapat diawasi. Hal ini terkait tindakan oportunistik pihak induk
perusahaan yang memanfaatkan anak perusahaan demi kepentingan tertentu.

2. Perlu dibentuk peraturan yang secara tegas mengatur tentang tanggung jawab
direksi didalam suatu perusahaan grup, baik didalam perusahaan induk
maupun didalam perusahaan anak. Terutama bagi direksi yang merangkap
jabatan pada induk dan anak perusahaan. Hal ini agar tidak terjadinya

keputusan yang mengandung benturan kepentingan dan memunculkan sikap
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oportunistik mengorbankan anak perusahaan agar induk perusahaan yang
melakukan pelanggaran hukum dapat terhindar dari hukuman. Sebagai pihak
yang menjalankan perusahaan tentu benturan kepentingan menjadi hal yang
dapat di lakukan oleh direksi tersebut. Oleh sebab itu setiap kebijakan dan
peraturan terkait harus menerapkan prinsip-prinsip hukum perusahaan terlebih

prinsip fiduciary duty dalam bentuk peraturan hukum yang konkrit.
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